12. Keputusen Menteri Pendidiken Nesional Nomor 188/U/2002 teatang
Penyershan Penetapan isasi dan Tata Kerja Unit Peleksana
Teknis Sekolsh di Lingkumgan Departemen Pendidikan Nasional
yang dialihken menjadi Perangkst Daeral;,

Persburan Daersh Ksbupaten Garut Nomor 27 tshun 2000 teutang
Pembenhdan Organisasi Perangkat Daersh dan Selretarist DPRD
Ksbupaten Ganut (Lemberan Daersh Ksbupaten Garut fohun 2001
Nomor 2), sebagaimmna telsh divbesh dengan Persturan Daersh
KMMNWSMZM(IMMTM_
2002 Nomor 14);

Perstoran Daersh Kabupaten Gart Nomor 5 Tahwn 2002 tentsng
2002 Nomor 13);

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Nomor 179 tm s@z 233165 Garut - 1

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT
NOMOR : 425,11/ 1342 -Disdik

TENTANG

PEMBERIAN JZIN KEPADA YAYASAN PEMBINA GENERASI MASA DEPAN 14.
UNTUK MENDIRIKAN SMP PERSADA DI KECAMATAN BAYONGBONG
KABUPATEN GARUT MULAI TAHUN PELAJARAN 2004/2005

Yayasan tersobut di ates telah terpenshi

Desar dan
10. Keputusan Mesteri Peadidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
* Pedoman Pendirisn Sekolsh;
11. Kepuiueasn Meateri Pendidikan Nasional Nomor 087/0/2002 tentang
Akreditasi Sekolsh

VW R

16.

15. Keputusan Bupati Garut Nomor 14 Tabun 2001 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Teta Kerja Dimas Pendidilen lebupaten Garut
scbeguimana (olsh divbeh deugan Keputusen Bupati Garut Nomor
575 Talun 2002;

WMMNWMZTMMWW
Pelaksaoaan Pendirian dan 1 Sekolah Swasta serta izin

c. Bahwa ik meksud betir & den b tersebut di stes, dipandeng Memimpin Sokolsh Swasta di Carut. :
&mmmm;nmp:m P‘fh Monperhatiian :MMM’MSMKM&-:PMMPMM_HM
2004.
- MNMMM!”OMP«MM MEMUTUSKAN
daersh Ksbupaten dalam Lingkuogan Propissi Jawa Barat ( Berita
Negara Tabun 1950 ) ; Menotapican :

2. Undsng-undang Nomor 8 Tshan 1974 tentang Pokok-pokok Pertanm ;Mmms{mmmmmw
Kepegawaian ( Lembarsn Negara Tasbon 1974 Nomor 55 Tambahan Mendirikan SMP Persada dengan alamat Komplek Desa Pamalayan
Lombaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana telsh diubeh dengan Kocamatan Bayongbong Kobupaten Ganst owlai tshun pelsjeran
Undang-undang Nomor 43 Tshun 1999 ( Lembaran Negera Talum 2004/2005;

1999 Nomor 196, Tambsehan Lembaran Nomor 3890 ) Kedna ;mn_mmmmwmw

3. Undang-wndang Nomor 22 Tabun 1999 tentang Pemeriotshen Daersh . sepanjang mematohi semon ketentnan yang berinkn dam wajib melakukan
(Lembaran Nogara Tabun 1999 Nomor 60, Tambshen Lembaran dafier ulang (herogistrasi) setisp awal telemn peiajeran; :
Negara Nomer 3890); Ketiga . Kepala Sub Dinas SLTP dan Dikmen Dinss

4. Undmg-usdang Nomor 25 Tamm 1999 tentang Perimbangan Pﬁmmwﬂm&mmm
Kovangan Astara Pemerintsh Pusat dan Dsersh (Lembarsa Negara kelancaran penyelonggaraan sekolah tersebut pada diktum pertame;
th”&mﬂrmﬁhwdhdmuﬂhmwm; Keempat :&Hdw;Hmd-MﬁerHmhmM-ndu&*r

5. Undang-undang Nomor 20 Tshon 2003 teatsng Sistem Pendidikan dalam keputusan tersondiri;

Nasional ( Lembarsn Negara Tabwm 2003 Nomor 78, Tambahm Kelina :anhhedﬁqtmdmwhm

Lembaran Negara Nomor 4301 ); dikemudian hari terdspat kekeliroan dalam penctapannya skan diadskan
6. Perstoran Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan perbaiken seperiuya.

Menengah (Lemberan Negara talun 1990 Nomor 37, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3413) scbagaimana tolah divbali dengan "

Porstorsn Pomerintsh Nomo 56 Tabmm 1998 (Lembarm: Negara i g :%?ﬂ;m“

Tabun 1998 Nomer M4, Tmmnmmm); '

7. Perstoran Pomeristah Nomor 25 Talmm 2000 tentang Kewenangan

Pemerintsh dan Kewcnangan Propinsi scbagai Dacrsh Otesom
Negara Tahou 2000 Nomor 54, Tambshen Lembaran
Negara Nomor 3952);
8. -Perstorsn Pemwrintsh Nomor 84 Tabm 2000 Podommn
i Perangkat Daersh (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor
165, Tambshan Lembaran Negara Nomor 4003);

9. Keputussn Menteri Pendidilan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang

pedoman Peaynsunmn Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Teat

Y&.Meden?endidihnN-«-lI.p.DmDM

Yth. Bupati Garot;
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